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ABSTRAK

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak
dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Adanya Undang —
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
mengatur tentang diyetsi sangat membantu Jaksa, Penuntut Umum dalam
menyelesaikan pe ang berkonflik des m serta menghindarkan
anak dari stiggs

8

n Sosiologis,
sedangkan in sumber data
yang digunaka ah data mer, se giicumpulan data
dilakukan war (

aksanan diversi

terhadap an@k pk diKejaksaan
Negeri Ka ﬁ . dilaksanakan
berdasarkan entua z . lam pelaksaan

diversi tidak ¥#€tla e S Wersi lengkap dan
diversi berhasil*dilaksa , : ) Emberitahukan ke

Kata Kunci : Diversi, Anak, Ujaran Kebencian.



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fup udwnyo(q

ABSTRACT

Diversion is the transfer of the settlement of cases of child crimes from the
criminal justice process to the outside criminal justice process. The existence of
Law Number 11 of 2012 concerning the Juvemle Crainal Justice System which

1 elpful for the Publicsk pr in resolving cases of

. * goative stigma an
- “n\\\ﬁ“‘ %‘ e

hate spee n_Lageb at the 20 e ampar District
Attorney.

rch, while the
urces used are
primary, sé@bng : : ata. "D interview and
literature st R |
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of diversion
Facebook a
Prosecutor w

implementation
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was successful

Keywords: Diversion, Children, Hate Speech.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

dalam masyafal erlukan y k€pentingan, agar
berbagai kepEs 1dak be sngan yang lainnya.

Di sinilah { 1 | i L T N cadilan dan

Disisi lainnya, Bermain sosiaf¥mcdia dapat memberikan dampak positif,
tetapi juga dapat memberikan banyak dampak negatif, sampai beberapa bentuk
perbuatan yang menjurus kepada Kriminalitas. Tanpa disadari pengguna media

13

sosial baik yang berumur dewasa maupun yang masih masuk dalam kategori

' Hujibers D, Filsafat Hukum dan Lintasan Sejarah, Kanisius , Yogyakarta, 201 1.
? Hariyanto B, Tindak Pidana Teknologi Infomrasi (Cyber Crime ), PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta , 2014,him.2.
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13

ana sosial yang terkadang tanpa adanya pengawasan dari orang tua sering

terlibat dalam tindakan seperti tindak pidana penghinaan Provokasi, Bulying dan

Ujaran kebencian ( Hate Speech).

v
v
&

o
'

dengan tujuan diversi tersebut.

} Qomariyah A,Perilaku Penggunaan Internet Pada Kalangan Remaja.2011.
* Romli Atmasasmita, Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja, Armico, Bandung, 1983.
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Tujuan dilaksanakan diversi mempunyai tujuan menghindari dampak
negatif terhadap pribadi dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dengan

sistem formal peradilan pidana yang ada.’

menjalani fas 3 AN g3 pidana 3 an@ sering terjadi

yaitu ujara

Ketentuan Ujaran Kebencian diatur dalam Pasal 28 Ayat ( 2 ) UU No 19
Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi Tranksaksi Elektonik sebagai berikut :

> Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidan, USU
Press, Medan, 2010.
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“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan

Setelah semua proses serta tahapan dilakukan dan juga sudah menemukan
jalan tengahnya dan semua pihak setuju dengan syarat yang ada maka diversi
telah berhasil dilaksanakan. Lalu jaksa memberitahukan ke Pengadilan Negeri

bahwa diversi telah berhasil untuk mendapat surat penetapan diversi.
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan peneltian
dengan mengangkat judul “Tinjauan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak

Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Facebook di Kejaksaan Negeri

. Mengetahui Pelaksanaan DiVessT dalam perkara pidana ujaran kebencian
diFacebook yang dilakukan anak dikejaksaan negeri Kampar.
2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan diversi dalam perkara pidana

ujaran kebencian difacebook yang dilakukan anak dikejaksaan negeri

Kampar.
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Berdasar masalah pokok diatas, manfaat dari penelitian ini, ialah :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi wawasan serta pengetahuan

terkait dengan Bglaksanaan Diversi dalam perkara pidana ujaran kebencian

diPolresta Pekanbaru ““ dalam kajiannya hampir ssama dengan penelitian yang
akan dikaji oleh penulis, tetapi berbeda pada tahap pelaksanaan diversi dimana
penulis meneliti diversi pada tahap penuntutan diKejaksaan Negeri Kampar .

selain itu Locus pada penelitian ini berbeda dengan yang akan dikaji oleh
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penulis, setiap perbedaan locus maka otomatis akan berbeda data serta fakta
yang akan didapat dari proses observasi.

b. Skripsi dari Saudari Lisa Andriani dengan judul *“ Peran Jaksa Penuntut

timbul dalam

Pada dasarnya, diversi lahir untuk mennjauhkan anak dari banyaknya

dampak negatif yang timbul selama pemeriksaan peradilan pidana. Mekanisme

® Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan dan Konsep Diversi dan
Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2012.



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

peradilan dapat memberikan efek stigma ( cap jahat ) terhadap anak atas

perbuatannya.

6 hoh -

yang terka

diversi.

The Beijing gﬂ keputusan ke

b, S
o

aparatur pe

BMAYA L N

memutuskan

Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak diversi adalah pengalihan penyelesaian tindak pidana

anak dari jalur peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Oleh karenanya,

/ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Cetakan ke-2, Genta Publishing, Yogyakarta,
2001

& Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU SPPA, Sinar
Grafika, Jakarta, 2013.
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belum tentu kasus anak harus di selesaikan dengan proses pidana formal, tetapi
dalam beberapa kasus anak yang berkonflik dengan hukum dapat diatasi dengan

diversi sehingga mendapatkan penyelesaian yang terbaik serta adil bagi anak.

3. Diversi Formal

Diversi formal dapat dilaksanakan dengan atau tanpa intervensi dari

pengadilan apabila diversi informal tidak dapat terwujud.

Pidana penjara tidak tepat diberlakukan pada anak. Hal tersebut akan

berakibat pada masa depan anak. Keadilan Restoratif yang memiliki sifat
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memperbaiki serta memulihkan hubungan keadaan pelaku dan korban merupakan

pilihan yang tepat.’

Keadilan restogatif tersebut diimplementasikan melalui konsep diversi.

Jika pelanggaran sud@ akukan, maka diterapkannya diversi
harus dipertimbangkan atau jika sering melakukan pelanggaran maka

penerapan diversi akan menjadi lebih sulit.

’ KPAIL.go.id , “ Menuju Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak”
http//www.kpai.go.id ( diakse pada 17 Maret 2021)

' Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan
Restorative Justice, op.cit.

10
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3. Pendapat korban soal cara penyelesaian yang ditawarkan agar diversi

diterapkan secra baik, maka persutujuan korban juga diperlukan.''

112

Ada 2 kategori perbuatan anak yang menyebabkan anak tersebut harus

berhadapan dengan hukum, diantaranya yaitu :"*

11 . .

Setya Wahyudi, op.cit.
12 Vania Peradilan, “ Majalah Hukum Tahun XXXII, No.381, Jakarta, 2017
" Nasir Djamil, op.cit, hal 33

11
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1. Status Offender adalah perbuatan kenakalan anak yang jika dilakukan oleh
orang dewasa tidak masuk dalam kategori kejahatan seperti membolos dari

sekolah.

2. Juvenille Deg ‘:ﬂ‘ ah_p
‘

egara Republik

Indonesia s : ‘ dala ds dar 2 Tahun 2002

oleh Undang —Undasg L Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia.
3. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan
Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding,
seperti ang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

12
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4. Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari :
a. Pembimbing Kemasyarakatan.

b. Pekerja Sosial Profesional.

Pasal 157( Didals phull 2016 tentang

huuf (f) yang dapat berupa tinda 12 sudah diatur KUHP atau
ketentuan lain diluar KUHP. Unsur dalam tindak pidana wujaran kebencian ialah

sebagai berikut :

1. Semua perbuatan serta usaha yang secara langsung ataupun tidak

langsung, contohnya bentuk tingkah laku baik lisan maupun tertulis

13
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seperti menulis, menggambar dan berpidato yang bertujuan agar orang lain
mengikuti perbuatan yang disarankan.

2. Diskriminasi yang berakibat pembedaan yang menyebabkan pencabutan

aksanaan hak asasi

1. Penyelesaian adalah carag@perbuatan, proses menyelesaikan (dalam
berbagai arti seperti pemecahan dan pemerasan.'
Tindak pidana ialah tindakan yang dilarang aturan hukum yang

berlaku dan dapat dijerat dengan pidana.'’

" KBBI DARING, “ Retrieved from.kbbi.kemdikbud.go.id” ( dikases pada 17 Maret
2021).

14



2. Ujaran Kebencian adalah setiap tindakan orang yang dengan sengaja

dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau

DN disay yepepe jur udwnyoq
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Metode penelitian adalah segala aktivitas untuk menjawab pertanyaaan

yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat norma hukum , asas-asas

15 Moeljatno, Asas — Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

' Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang — Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"7 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

'8 Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
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hukum dimanahal tersebut berrkaitan dengan kenyataan yang ada

9

dinmasyarakat."” Untuk memperoleh  data yang akurat, penulis memakai

metodologi penelitian ialah sebagai berikut:

Kabupaten Kampar provinsi Riau.

19 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Palu, 2009
2" Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial Edisi ke-2, Bumi Aksara, 2009
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3. Populasi dan Responden

Populasi adalah segala hal yang bersangkutan dengan objek

penelitian.’ tuk memudahkan penulisadalam mendapatkan data

ini, yang secara

a.  Data Primer, ialah dafa™@ng didiapat dari hasil proses wawancara

ke beberapa responden yang sudah ditentukan.”> Dalam penelitian

21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, 2006

*2 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial ( Kuantitatif dan Kualitatif),
USU PRESS, Jakarta, 2008
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ini, penulis memperoleh dat primer secara langsung melalui metode
wawancara dengan subjek penelitian yang berkaitan.

b. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari hasil studi

min keakuratan

akan dipenelitian

secara langsung dar1 St
2. Studi Dokumen, yaitu suatu alat untuk mengumpulkan data tertulis.
Studi dokumen dalam penelitian dilakukan dengan  metode

pengumpulan data yang bersumber dari dokumen Perkara Anak

2 Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2009
4 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel — Variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2009
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Nomor : PDM-18/KPR//09/2020 di Kejaksaan Negeri Kampar, dan

dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan kasus yang dieliti.

adalah

% Iskandar, op.cit
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BAB II

TINJAUAN UMK

Undang —

bahwa “ a

anak yang menjadi saksi tindak pidana, 2) Anak yang berkonflik dengan hukum
yang selanjutnya disebut disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 ( dua

belas ) tahun, tetapi belum berumur 18 ( delapan belas) tahun yang diduga

26 . . . .
Nasir Djamil, Op.cit, Hal.8
" Sri Rahayu, “ Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang
Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak” , 2015, Hal.129
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melakukan tindak pidana, 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang
selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 ( delapan belas )

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang

disebabkan ole i tindak pidana yang

‘ ‘ h“‘\“ .O*‘ b8 ( delapan

i@tu perihal yang
tidak sejalaniie « : ‘etichtarigs wal schingga dapat
disebut sebaga Ml e alaha eh “ka aldari anak yang

berhadapan det u 03 dcng Ak yang memiliki

Deliquency seperti pencuria pcmbunuhan.
b. Perbuatan anak yang menyimpang dari norma suatu kelompok yang

mengakibatkan tidak nyaman seperti, perkelahian dan tawuran.
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c. Anak yang didalam hidupnya butuh bantuan serta perlindungan, seperti

anak-anak yang terlantar, broken home, yang jika diabaikan dapat

berkembang menjadi orang jahat.*®

Masa anak- anak adalah masa yang mudah melakuan tindakan
kejahatan, alasannya dimasa tersebut anak mempunyai berbagai keinginan serta

harapan untuk mencapai yang diinginkannya. Seorang anak dapat melakukan

* Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal.9

¥ Marlina, Peradilan Pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan
restorative justice, op.cit. Hal.40

** Tolib Setiady, Pokok — Pokok Hukum Pidana Indonesia, Alfabeta, Bandung. 2010
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perbuatan yang melenceng tanpa disadari oleh anak tersebut, contohnya melempar
batu kearah kendaraan dijalan. Dengan adanya tindakan tersebut sebaiknya anak

jangan dihukum dengan mengorbankan masa depan anak dengan memasukkannya

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas yang

tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

*' Marlina, Peradilan Pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan
restorative justice, op.cit. Hal.62
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a. Perlindungan yaitu mencakup seluruh kegiatan yang secara langsung maupun
tidak langsung yang dapat membahayakan pribadi dan psikis anak.

b. Keadilan adalah bahwa setiap peradilan anak harus menerapkan keadilan

Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir adalah
pidana adalah jalan terakhir terhadap anak apabila tidak tercapainya

kesepakatan.

j. Penghindaran pembalasan adalah usaha dalam menjauhkan adanya

pembalasan dendan dalam proses peradilan pidana anak.
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Dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, Setiap anak dalam menjalani proses peradilan pidana

berhak untuk “a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan

i_orang dewasa, c)

SVt '%

memperhatikan psikis anak. “Peradilan pidana anak diselenggarakan dengan

memperhatikan kesehatan rohani dan jasmaninya :”

a. Merupakan aset bagi generasi berikutnya.

b. Dapat memegang amanah hingga mempunyai kesempatan untuk berkarya.
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c. Terdapatnya kesenjangan atau hambatan dimasyarakat dalam
kemerdekaan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.

d. Anak belum dapat menjaga diri sendiri.”

2. Batasan Usia 4

egori umur

L \od

gatur secara

ANy

apabila belum

a hakim boleh

b)

dan belum menikah.**

32 Zulkarnain S, “ Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 666-667",2018

* Pasal 25 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

** Pasal 330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
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¢) Anak dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan anak.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun,

berada dalam kandungan apabila hal tersebut bermanfaat untuk
kepentingannya.’’

g) Anak menurut hukum internasional.

** menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Pelindungan anak.
*® Pasal 7 ayat (1) Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Y Undang — Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
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Yaitu konvensi hak -hak anak, Pasal 1

menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (

delapan belas ) tahun, kecuali berdasar Undang — Undang yang berlaku

yang mana
) tahun aka

usia yang lah m L % ] gga sebelum (

« 38

Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

dalam Pasal 52 Ayat (1) menegaskan bahwa hak melindungi anak sejak dari

* Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
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dalam kandungan maksudnya disini bahwa perlindungan terhadap anak harus

39

dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

53 ayat (1).

ayat (2)..
5. Hak mendapat perawatan, pendidkan, pelatihan, dan bantuan khusus anak cacat

fisik atau mental yang terdapat dalam Pasal 54.

¥ Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
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6.Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi yang

terdapat dalam Pasal 55.

7.Hak mengetahui, dibesarkan diketahui orang tuanya yang terdapat dalam Pasal

. Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi yang tedapat dalam Pasal
60 ayat (2).

17. Hak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak sebaya, berkreasi dan

bermain serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

yang tedapat dalam Pasal 62.
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18.

19.

Hak utidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, peristiwa

kekerasan dan kerusuhan sosial yang tedapat dalam Pasal 63.

Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan perkerjaan yang

26.

27

Hak bantuan hukumdan bantuan bentuk lainnya secara efektif bagi anak yang

dirampas kebebasannya yang tedapat dalam Pasal 66 ayat (6).

. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas

kebebasannya didepan pengadilan yang objektif, tidak memihak, dan sidang

tertutup untuk umum.
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1. Sejarah Diversi

Dalam rangka gaenjauhkan anak dari efek sgita dampak negatif proses

The Beijing
aitu dengan

melakukan
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mencamtumkan diversi melainkan diversi mulai dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak., dimana

pengaturan tentang ketentuan diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14

" Setya wahyudi, op.cit. Hal.4
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sedangkan dalam pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara pelaksanaan

diatur didalam Pasal 15.

2. Pengertian Diversi

mengambil

dimiliki.*

kategori residvis. Diversi Kan sebagai sarana kebijakan
penegakan hukum jika substansi diversi dapat mengefektifkan penegakan hukum
terhadap anak yang brkonflik dengan hukum. Diversi sebagai alat dalam

penanggunglangan hukum karena program ini dapat berwujud pemberian restitusi

! Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

* Marlina, pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana, op.cit,
hal.37
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yang disertai permohonan maaf untuk korban sehingga konflik menjadi

terselesaikan dan adanya perdamaian dari para pihak,*

Diversi juga dagpat diartikan sebagai pengalihan penanganan kasus anak

dapat
menyimpuli§e ; I8 ac e adfa pidana anak
dari peradi ) mal ke ala SWipertimbangkan
masa depaniay a hak ak a e 1 stigma negatif

hukum dengan harapan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat

kembali kedalam lingkungan sosialnya dengan wajar.

¥ Nikmah Rosyidah, Pembaharuan ide diversi dalam implementasi sistem peradilan
pidana di Indonesia, 2012, hal.143

* Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, Hukum kejahatan anak, Medan Area University
Press.Medan, 2012, hal 72
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Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menjabarkan bahwa diversi bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak

diinginkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

4. Syarat-syarat pelaksanaan diversi

* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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Pelaksanaan diversi dilakukan dengan musyawarah diversi, musyyawarah

diversi adalah musyawarah para pihak yang mengikutsertakan anak yang

didampingi orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial

Pada dasarnya, diversi ditujukan untuk anak sebagai pelaku pidana.
Maksud dari pelaku adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah
berusia 12 ( dua belas ) tahun tetapi belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun yang

diduga sudah melakukan perbuatan pidana.

* Varia Peradilan, op.cit, hal.88
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Pelaksaanan diversi dapat dilakukan jika anak yang sudah berusia 12 (
dua belas ) tahun tetapi belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, apabila seorang

anak yang berkonflik dengan hukum dan sudah melewati batasan umur yang

umur 12 ( pidana anak

sebaiknya a anak yang
berkonflik yang diajukan
kepengadila tuan Undang-
Undang No lah .. ntang T Pidana Anak, anak

tersebut belu

dari korban tidak

dan atau kerugian murni yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Selain itu

dalam pelaksanaan diversi wajib mempertimbangkan :

a) Kepentingan korban
b) Kejahteraan dan tanggung jawab anak.

c) Penghindaran stigma negatif
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d) Keharmonisan masyarakat
e) Penghindaran pembalasan

f) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

1))
2)
3)

4) Nilai . idak me afihinimum provinsi

Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum
dengan tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan
pendampingan anak didalam dan diluar proses pradilan pidana. Berikut adalah

tugas pembimbing kemasyarakatan selama peradilan pidana anak :
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a) Mengerjakan laporan penelitian kemasyarakatan yang berguna dalam

pelaksanaann diversi, melakukan pembimbingan serta pengawasan terdahap

anak selama proses divresi.

b) Mengerjakag ¢ berguna dalam

<Yy S

d) & \pinga 1 gafffterhadap anak

terhadap anak

bersyarat, cuti

dididik secara

seseorang yang beker)d atau swasta yang intinya

Qq‘\‘\

ruang lingkup pekerjaannya ma fang kesejahteraan anak.

Pekerja sosial juga dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

diberikan amanat ntuk melaksanakan kegiatan untuk kesejahteraan sosial secara
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penuh oleh perjabat yag memiliki wewenang pada lingkungan Departemen

1.47

Sosia

Pekerja sosialasebagai pihak yang ikut eserta dalam pelaksanaan

» g
Ma¥yang kondusif,
- 7

enerima kembali anak

dilingkungan sosialnya”.**

Saat proses peradilan anak, Penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut

Umum yang ditunjuk berdasar pada keputusan atau pejabat lain yang ditunjuk

* Nashriana, Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia , PT Raja Grafindo Persada,
Jkarta, 2011, Hal.110

* Pasal 68 (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
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oleh Jaksa Agung. Dalam Pasal 41 Ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat Penuntut Umum untuk dapat

ditetapkan dalam perkara anak harus mempunyak syarat sebagai berikut :

> lama 30 ( tiga
diversi berhasil

dicapai maka ‘menyal aefifa diversi beserta

Pengadilan.

Tujuan pelaksanaan diversi ialah untuk mendapat persetujuan dari pihak

korban agar anak sebagi pelaku tindak pidana tidak mengalami perampasan

* Pasal 41 Ayat ( 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

41



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

kemerdekaan karena dijatuhi pidana. Keberhasilan diversi adalah adanya
kesepakatan dari proses musyawarah diversi yang dicatat dalam dokumen dan

ditanda tangani oleh para pihak yang ikut serta dalam musyawarah diversi

tersebut.

dtan, asuhan serta bimbingan
berdasar kasih sayang baik dalam keluarga ataupun dalam asuhan khusus

untuk tumbuh dan berkembang secara wajar

*% Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

42



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

2. Hak atas pelayanan untuk mengasah kemampuan dan kehidupan sosialnya,

sesuai kepribadian dan kebudayaan bangsa, untuk menjadi warga negara

yang baik serta berguna.

diperlukan
rehabilitasi.

kebutuhan p

Indonesia dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dapat bertindak atau

[ . .5
memutuskan suatu perbutatan menurut penilaiannya sendiri.’

Rumusan kewenangan diskresi kepolisian ( plichtmatigheids beginsel )

adalah asas yang memberi wewenang terhadap kepolisian untuk bertindak

*! Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
>? Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia
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ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasar atas penelitian pribadi diri
sendiri dengan tujuan menjaga serta memelihara ketertiban dan menjaga

keamanan umum. Keabsahan kewenangan diskresi kepolisian, berdasar pada

Tahun 20( ' "Rej S emberi wewenang
diskresi kepadz ' ' 3 perkara tindak
pidana ana S¢ s disele . peradilan pidana
formal. Ol : : i dengs pglimiliki aparat
kepolisian miakadalz ) penyelesaian perka : . ak f@parat kepolisian

dapat lebih 2 aldm i Y atPsistem peradilan

engutamakan diversi . sistem
peradilan pidana anak jug mengutamakan rehabilitasi serta perlindungan atas

pelaku anak sebagai orang yang memiliki keterbatasan dalam pola berpikir jika

3 Momo Kelana, Memahami Undang — Undang Kepolisian ( Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002) Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal, PTIK Press, Jakarta, 2002,
Hal.111
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dibandingkan dengan orang dewasa yaitu pada Bab Il yang mengatur secara

khusus mengenai diversi .

Diversi wajib gdilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan tahap

2) idanga akuka ‘nﬂﬁl‘- s gan peradilan

3) pingan selama

ni tindakan atau

1) [ at per = fitan, dan pemeriksaan

2) Jika diversi telah dilaksan@ KAt penyidikan dan diversi berhasil
dengan kesepakatan tertentu, setelah dikeluarkan penetapan Ketua Pengadilan
Negeri maka perkara tersebut telah selesai dan apabila diversi gagal atau tidak
tercapa kesepakatan antara kedua pihak maka perkara tersebut dilimpahkan

ke tingkat penuntutan.
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3) lJika diversi dilakukan di tingkat penuntutan dan diversi mecapai kesepakatan,
setelah dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri maka perkara

tersebut telah selesai, dana apabila diversi tersebut gagal maka perkara

4) Apg . ‘.“‘ .9‘

po pengadilan.
engadilan

Pengadilan

i
&
' < tersebut .
permintaan penyidikan.
c¢) Penyidik wajib mengutamakan diversi dengan jangka waktu paling lama 7

( tujuh ) hari setelah penyidikan dimulai dan paling lama 30 ( tiga puluh )

hari pelaksanaan proses diversi .
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d) Jika pelaku dan korban sepakat untuk dilaksanakan diversi maka polisi,

Pembimbing Kemasyarakatan dan pihak terkait elakukan musyawarah

diversi yang dilakukan paling lama 30 ( tiga puluh) hari.

e) Apabila di Pal paka 0 maka hasil diversi

42 Undang : r Tah 2 rigéi ialah sebagai

diversi paling lama dilakuka jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari
setelah proses diversi dimulai,

c) Jika pelaku dan korban sepakat untuk melaksanakan diversi, maka
Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan pihak yang berkaitan

melakukan musyawarah diversi dalam jangka waktu paling lama 30 ( tiga

puluh ) hari .
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d) Jika diversi berhasil mencapai kesepakatan maka hasil daro kesepakatan
tersebut dicatatkan dalam bentuk kesepakatan diversi dan disampaikan ke

Pengadilan Negeri untuk dibuat surat penetapan, dalam jangka waktu

2) diversi diur angkea waktu paling lama 7 (

3) Jika pelaku dan korban sepa amtuk dilaksanakan diversi, maka hakim
anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pihak yang berkaitan
meelaksanakan diversi paling lama 30 ( tiga puluh ) hari deimulai dengan

penetepan hakim anak tentang Penetapan Hari Diversi, dan pelaksaanaan

> Pasal 52 Undang —Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak
> Pasal 1 Angka 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014
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diversi dilakukan diruang mediasi serta dibuat berita acara proses diversi,
baik diversi itu mencapai kesepatakatan atau tidak .*°

d. TR Kabareskrim Nomor 1124/X1/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

ersi, dalam

TR ini pEmASp adatalisy : anak, yaitu

suatu peng g : n C (nafif penyelesaian

anak.

yan atau tanpa
peringatan 4 D f1i@si. Penyelesaian

diarahkan ag ra 0SE€ : modelffestorative justice

latin yaitu kata delictum. Dala §9r bahasa Indonesia delik diartikan
sebagai perbuatan yang dapat dijerat hukum sebab adalah pelanggaran terhadap
undang — undang tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan gerak tingkah

laku maupun jasmani sesorang, hal —hal tersebut dapat juga jika seseorang tidak

6 Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , PT Alumni
Anggota IKAPI, Bandung , 2014, Hal.119
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berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya seseorang tersebut dia telah

melakukan tindak pidana.’’

larangan

berikut :

perbuatan dalam Pasal 28 KUHP. Selanjutnya unsur subjektif adalah orang yang

mampu bertanggung jawab , adanya keasalahan ( dolius atau culpa ), maknanya

> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2012,Hal.47.
¥ Ali Mahrus, Dasar- Dasar Hukum Pidana Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta,
2011, Halm.97
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perbuatan harus diiringi dengan kesalahan, baik kesalahan yang berkaitan dengan

akibat maupun dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.>

: SE/6/X/2

menyebutk? ana yangsudah

diatur didalz Hpidana yang

berbentuk :

£S  E O N

S

<"

Perbuatan tidak
5. Memprovokasi.
6. Menghasut.

7. Penyebaran berita bohong.

> Ismu Gundi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014,

Hal.39
% Sutan Remi Syahdeini, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama
Graffiti, Jakarta, 2009, Hal,36
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Dan semua perbuatan diatas yang bermaksud atau dapat

berdampak pada tindakan diskriminasi ( penghilangan nyawa, kekerasan

atau konflik sosial).

10. Gender

11. Orientasi seksual.

Ujaran kebencian dapat dilaksanakan melalui berbagai media sesuai

dengan Huruf (h) diantara lain

1. Orasi saat kegiatan kampanye.

2. Banner ataupun spanduk.
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3. Jejaring berbagai media sosial.
4. Penyampaian pendapat dimuka umum ( demonstrasi ).

5. Ceramah agama.

makna ujifan ian, a 3 aran | pafidak ditangani

dengan efis 0 angs— undang yang

kebencian atau penghinaan 16 suatu atau beberapa golongan rakyat

Indonesia, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima

ratus rupiah”.®?

®! Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian ( Hate Speech)
® pasal 156, 156a, 157 KUHPidana
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b. Pasal 156a KUHPidana

13

dipidana dengan pidana penjara selama — lamanya 5 tahun,

barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau

mpelkan atau
ya mengandung

diantara atau

“ 2) jika yang bersala akukan kejahatan tersebut pada saat
menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun

sejak pemidanaannya menjadi tetap Karena kejahatan seperti itu juga,

yang bersangkutan dilarang menjalankan pencarian tersebut”.

d. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP
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“ 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

seseorang dengam menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya

jika ia tidak dapat membukfrkamddan jika tuduhan itu dilakukannya sedang
diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan

hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

® Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 311 ayat | KUHP
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2. Bentuk tindak pidana ujaran kebencian diluar KUHP

ebarkan berita

bjan konsumen

5 dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan indivdu, dan/ atau kelompok masyarakat
tertetu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antargolongan ( SARA )

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan
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pidana penjara paling lama 6 ( enam ) tahun dan/ denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah)”.**

c. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atay perampasan

kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.”
Pasal 16 : “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan

kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras

o Undang — Undang 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang — Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
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dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2,
angka 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun dan/

denda paling benyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.*®

KUHP, dapat

S
i
=

a

=
05

a

&

=3

5

diancam Karena penghinaan rifg pidana penjara paling lama empat

bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

b. Pencemaran nama baik

* Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis
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Pencemaran nama baik dapat dikategorikan ujaran kebcnian apabila
serangan tersebut berbentuk tindakan serangan kepada kehormatan atau nama

baik seseorang baik secara langsung maupun dengan tulisan berdasarkan pada

menyebab dinya tindaka M angka buruk baik

dari pihak pefe S fn atg ﬁw an tersebut.

d. Perbua

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI1/2013, frasa
perbuatan tidak menyenangkan yang terdapat dalam Pasal 33 KUHPidana telah

dihapuskan.

® Pasal 335 ayat (1) KUHP
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e. Memprovokasi

Memprovokasi ialah perbuatan yang memiliki tujuan menimbulkan

amarah seseorang depgan cara menghasut, atau mgiancing kejengkelan yang

engakibatkan

seseorang K 'S¢ - dak baik®”.

7 R. Soesilo, Kitab Undang — Undang Hukum Pidana serta komentar lengkap Pasal
demi Pasal, Politeia, Bogor, 2013,hal.136
** Ibid, hal.169
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BAB III

Hasil penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan _g s DE indak pidana ujaran

dibandingkan dengan yuridis formal*y@ng hanya berpedoman kepada undang-
undang untuk penegakkan hukum tanpa diserati perdamaian antara kedua belah

pihak. Sedangkan yuridis material untuk penegakan hukum bukan hanya pada

undang-undang melainkan masih banyak hukum baik tertulis ataupun tidak

% Hasil wawancara dengan Sabar Gunawan selaku Kepala Bagian Pidana Umum di
Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 22 Februari 2021
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tertulis seperti Al-Qur’an dan Hadist, disini dikenal dengan adanya perdamaian

antara kedua belah pihak.”

Alasan pentingaya pelaksanaan diversi adalg sebagai upaya dalam

c. Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam konvensi hak — hak anak (

Convention On the Rightd Of the Child ) yang mengatur prinsip perlindungan

0 7ul Akrial, ©“ Perdamaian Dalam Hukum Pidana Diantara Dua Metode Pendekatan”,
UIR LAW REV.2, 2018, 124-257

' Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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hukum terhadap anak yang memiliki kewajiban dalam memberi perlindungan
hukum khsusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

d. Undang — Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dianggap

sudah tidak .d aoi

Undang- Undang Nomor 11 tahun 26 ang Sistem Peradilan Pidana Anak *
1) Penuntutan terhadap perkaran anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang

ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk

72 Zulkarnain S,  Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, 2006, 666-667
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oleh jaksa agung, 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum

sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

Indonesia Nomor : Per-006/A/J"A firat keputusan jaksa atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh Jaksa Agung akan memberikan Surat Perintah Penunjukan

Penuntut Umum untuk senantiasa mengikuti perkembangan perkara anak dan

surat perintah penunjuk Penuntut Umum untuk melakukan penyelesaian perkara

7 Pasal 41 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
™ Hasil wawancara dengan Sabar Gunawan selaku Kepala Bagian Pidana Umum di
Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 22 Februari 2021
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anak sedapat mungkin menunjuk 2 ( dua ) orang Penuntut Umum, yang dimaksud
disini adalah Jaksa Penuntut umum ysng memiliki kualifikasi sebagai Jaksa anak
sesuai dengan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana

%

<
>

Undang

dengan P

Pidana A anak wajib

mengutama an pidana anak

sebagaima

proses pelaksanaan pidana“@ dakan dan setelah menjalani pidana

atau tindakan.

75

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-
006/A/J.A/04/2015
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3) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi”. "°

oorikan apakah

waRERaNRE

{ iz

ersi atau tidak.,

N

Peradilan Pidana anak. ’’

7® Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
777 Hasil wawancara dengan Wulan Widadari Indah selaku Jaksa Penuntut Umum di
Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 23 Februari 2021

66



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

Dengan penjelasan demikian, apabila perkara pidana anak tersebut
merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (

tujuh ) tahun maka diversi tidak dapat dilaksanakan.

2 tentang Sistem

Peradilan Pidanagar ertimbe Penuntut Umum

Dalam penjelasan Pas# Undang — undang Nomor 11 Tahun
2012, Ketentuan ini menentukan jika bahwa semakin rendah anacaman pidana
maak semakin tinggi diprioritaskan diversi. Diversi tidak lakukan terhadap
anak pelaku tindak pidana yang serius atau dipidana dengan pidana penjara

diatas 7 (Tujuh )tahun seperti pemerkosaan, pengedar narkoba, pembunuhan,

terorisme dan lainnya.
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b. Umur anak.
Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang — undang Nomor 11 Tahun

2012, menegaskan jika ketentuan umur anak yang dimaksud mempunyai

tujuan untuk g D i emakin muda umur

yarakat, djs a‘f ping dan/ atau,

¢) Advokat atallipe M@P‘R
; &
<
langsung dengan sia ' .‘u*

Pada pelaksanaan diversi memerlukan kehadiran orang tua atau wali dari
pelaku juga salah satu saksi masyarakat diluar dari korban, hal ini sangat penting

karena orang-orang tersebut yang kedepannya akan menjadi benteng utama ketika
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sang anak melakukan suatu tindak pidana dan juga diharapkan timbulnya rasa jera

bagi anak”.”

Diversi pada tabap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kampar dalam

Als Ompong k =] 3 % oIl Pahun, Lahir di

Terantam, {Ag i dak Tam yalg beralamat di

komentar bahwa ada pelecehan agama islam dan pada hari Jum’at 22 Mei 2020
saksi dipanggil oleh Babinkantibmas desa Kasikan untuk berkumpul dikantor
desa. Afrizal dan yang lainnya bermufakat untuk melaporkan kejadiaan tersebut

kepihak kepolisian dengan melampirkan Screencshot story Facebook An Wong

’® Hasil wawancara dengan Wulan Widadari Indah selaku Jaksa Penuntut Umum di
Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 23 Februari 2021
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Bu Cin Saputra. Edy Kurniawan , mengetahui tentang perkara ujaran kebencian
tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wib. Pada saat
Edy Kurniawan sedang berada diruko lantai 2 yang saksi kontrak yang beralamat

di Dusun 1 Kas R rniawan dihubungi

yang berbunyi Biar tau kelen kendpa#@e¥id itu ada karena agama islam gak ada
otaknya ( dengan emoticon cemberut ) ke group ikatan pemuda Group Kasikan
pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Pukul 13.42 WIB. Lalu setibanya

disimpang karya, Edy Kurniawan melihat sudah ada saudara Jasman di pos

Security PTPN V kebun Terantam, kemudian ampang —ampang pos dibuka. Kami
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lalu menuju kerumah pemilik akun facebook tersebut diarela kebun PTPN V desa

Kasikan tersebut, akan tetapi tidak ketemu juga.

yaitu bahwa
it ada membuat
story Facebd@k 1V 3u Ci } saat itu yang

ditampilkann e 7 : _ : ; akun facebook

menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Anak untuk
menyelesaikan perkara anak. Sselanjutnya Penuntut Umum yang telah ditunjuk
meneliti kelengkapan berkas perkara dan mencatat hasil penelitian tersebut

kedalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak.
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Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 ( tujuh kali dua puluh empat )
jam terhitung sesudah tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak, Penuntut

Umum wajib mendahulukan upaya diversi dengan memanggil dan/ menawarkan

cpad indak pidana yang

o 0

a. Memperhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
b. Kepentingan korban.

c. Menghindarkan anak dari stigma negatif.

’® Hasil wawancara dengan Wulan Widadari Indah selaku Jaksa Penuntut Umum di
Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 23 Februari 2021
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d. Penghindaran pembalasan.
e. Keharmonisan masyarakat; dan

f. Kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum.

b.
c. Korban
d.
e.
pada hari Senin
tanggal 28 Septu '~ dihad; aku tindak pidana
Adventus Des W3 \ didAmpingi oleh Orang
tua anak Onggung Si Pelapor Afrizal Als APRI
dengan 2 orang lainnya ya )ernama R amadani Als Eki dan Edy

Kurniawan Als Edy. Diversi tersebut juga dihadiri oleh Pembimbing

Kemsayrakatan Meila Khatami,SH, P2TP2A Hafis Tohar,S, Pekerja Sosial

Profesional Revamel Zella Rahim,S.Sos.
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Pada saat musyawarah, awalnya korban / pelapor tidak menginginkan
perdamaian melalui diversi, disinilah peran Penuntut umum dalam memberikan

pengertian dan dampak positif mengenai diversi.

2. Pihak pertama membuat video permintaan maaf dan disebarkan kemedia

sosial.

3. Pihak pertama berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

¥ Heni Susanti,” Pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak pidana dilembaga
pembinaaan khusus anak”, ejournal.Uniks.Ac.Id, 2012, Hal 82
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4. Pihak pertama memberikan izin untuk mebuat video permintaan maafnya

kepada pihak kedua dan pihak terkait.

9]

. Apabila pihak pertama tidak memenuhi poin — poin diatas maka bersedia

kesepakatan maka perkara dilimpahkan kepengadilan.

Setelah berita acara diversi dibuat lalu Penuntut Umum menyampaikan

berita tersebut kepada Kepala Kejaksaaan Negeri untuk mengirim kesepakatan

® Hasil wawancara dengan Wulan Widadari Indah selaku Jaksa Penuntut Umum di
Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 23 Februari 2021
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yang disertai berita acara kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dibuat Surat
Penetapan Diversi dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) hari setelah

penerimaan berita acara diversi.

&

Nomor 11 Tah ! tent: istern | Peradi g ain banyaknya
" R <
any

yang tdimbulidal? 2 "_ S ‘ : jadi upaya yang

1. Kurangnya sosialisasi atau peng asyarakat tentang diversi

Masyarakat awam secara umum belum mengetahui apa itu diversi dan
abagaiama proses pelaksanaan diversi. Sosialisasi sangatlah penting untuk

dilakukan dalam proses persidangan ( penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

# Hari Purwadi, « kegagalan implementasi diversi”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS
Vol V, hal.82
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perkara pada tahap pengadilan), agar masyarakat mengetahui apa saja dampak
positif yang disebabkan oleh pelaksanaan diversi. Sehingga masyarakat

menyadari apa saja dampak positif dari diversi dan tentunya dapat memudahkan

korban it@¥se rena ar / ak' pidana yang
dilakukan J@it clak ha 2 pidana atau

diselesaika

3. Para pihak tidak hadir pada W anaan diversi yang telah ditentukan,

Pihak yang tidak menghadiri musyawarah diversi dianggap tidak

mempunyai itikad baik.

¥ Hasil wawancara dengan Wulan Widadari Indah selaku Jaksa Penuntut Umum di
Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 23 Februari 2021
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4. Salah satu pihak tidak bersedia untuk damai.

Hambatan diversi yang paling sering dijumpai adalah kemauan korban

untuk berdamai. Pihakekorban sebagai orang yang gmengalami penderitaan atas

korban yang
masih me mahaman : ¢ ~ craffi pembalasan

diutamaka

® Hasil wawancara dengan Wulan Widadari Indah selaku Jaksa Penuntut Umum di
Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 23 Februari 2021
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a. Kesimpulan

s
(@]
2
;J’Tf

BAB 1V

PENUTUP

jatas, maka

g Nomor 11
ang bertujuan
ke luar proses

tice terhadap

ARAthany

ersi yaitu untuk

, keselamatan,

Undang Nomor 11 Tahun 26 PSistem Peradilan Pidana Anak yang
memberi kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan diversi pada
tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Setiap pelaksanaan diversi di
Kejaksaan Negeri Kampar wajib berpedoman pada Undang — Undang Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melihat anak

bukanlah untuk dihukum melainkan untuk diberikan kesempatan untuk masa

79



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

1.

depan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana uajaran
kebencian di Kejaksaan Negeri Kampar ini, tujuan dilaksanakannya diversi

tercapai semua.

. Dalam pelaksg ehambatan 12 ak lah terlalu berat.

pelaku yang
yamg berperan

at pelaksanaan

anak untuk tidak mengulang tifTde Kejahatan kembali jika diversi berhasil
dilaksanakan.

Jika dalam pelaksanaan diversi ditemukan hambatan, maka sebaiknya aparat
penegak hukum yang berwenang seperti Jaksa Penuntut Umum pada diversi

ditingkat penuntutan ini sebaiknya bertindak cepat dalam mengatasi. Dalam

pelaksanaan diversi aparat penegak hukum yang berperan menjadi fasilitator
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harus telah memiliki pengalaman serta memahami prosedur pelaksanaan

diversi juga memiliki rasa minat, dedikasi, dan memahami masalah anak.

. Kepada masyarakat khususnya para orang tua sebaiknya lebih peduli terhadap
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LAMPIRAN

A. Daftar pertanyaan saat wawancara dengan Jaksa penuntut umum dan Kepala

Bagian Pidana umuan pada tanggal 23 Februari 2(Q

7. Bagaimana menghindarkan anak dari tekanan-tekanan yang dialami
selama proses diversi.?
8. Apa selama pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana merasakan

perasaan bersalah.?
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9. Bagaimana pandangan Pribadi Jaksa terhadap pelaksanaan diversi dalam
penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.?

B. Foto
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